PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411
Telpon (0333) 425001-425011 Fax 424945-429445
Email : setda@banyuwangikab.go.id website:www.banyuwangikab.go.id

Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun
2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan
Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi

Hari, Tanggal : Selasa, 16 Desember 2025
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
Undangan : 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.
Banyuwangi;
2. Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab.
Banyuwangi;

3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini selasa tanggal 16

Desember 2025 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi.

- Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati
Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.

- Pada pasal 8 disepakati berubah menjadi berbunyi “(1) Bantuan ADD yang telah
ditetapkan dalam APBD kabupaten disalurkan oleh Pengelola ADD kabupaten
sesuai besaran ADD setiap desa berdasarkan nilai bobot desa sebagaimana diatur
dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 Peraturan ini; (2) Penggunaan ADD
dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa, paling lambat
1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan; (3) Penyaluran dan Pencairan
ADD dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APBDes sebagaimana


mailto:setda@banyuwangikab.go.id

dimaksud pada ayat (2); (4) Tahap pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua)
kali tahapan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tahap I paling banyak sebesar
30% (tiga puluh per seratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada
tahun anggaran berjalan sesuai dengan alur kas rencana penggunaan ADD; b.
Tahap II sebesar sisanya 70% (tujuh puluh perseratus) direalisasikan apabila
Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan
puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
(4a) Tahap Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
ketentuan sebagai berikut : a. Pencairan ADD tahap I sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan april
tahun berjalan; b. Pencairan ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b paling cepat april dan paling lambat bulan November pada tahun
berjalan. (5) Dalam hal terdapat perubahan alokasi dan besaran ADD pada tahun
anggaran berjalan, penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
: a. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat 4 huruf a, pencairan tahap II dilakukan setelah Desa mengajukan
perubahan rencana penggunaan dana sesuai dengan alokasi dan besaran ADD
setelah perubahan. b. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I dan Tahap
II sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dan b, maka pencairan dilakukan
pada tahap III sebesar penambahan alokasi dan besaran ADD dan dilakukan
setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan ADD tahap III sesuai
dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan. c. Dalam hal Desa belum
mencairkan ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf
a dan b, maka proses pencairan berpedoman pada ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat 4. (6) Laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh
per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, setelah dilakukan
penelitian oleh Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian tentang
realisasi anggaran ADD. (7) Kelengkapan administrasi lainnya pencairan Dana
ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini.”

Keputusan Rapat

Rapat pembahasan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 telah selesai
dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah
penyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara
Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.



Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara
Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi diparaf oleh Kepala
Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara
Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi akan segera dikirimkan
ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan

fasilitasi.
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